BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian mengenai pengaturan mengenai pengurusan

Kartu Identitas Anak sebagai upaya perlindungan hukum mengenai pendataan

terhadap terhadap anak terlantar yang hidup di jalanan adalah:

1.

Pihak yang berkewajiban untuk melakukan pengurusan Kartu Identitas
Anak bagi anak terlantar yang hidup di jalanan adalah Orang tua, Keluarga,
Wali, Perseorangan, Kelompok, Organisasi Sosial, Organisasi
Kemasyarakatan dan Lembaga Masyarakat setelah melewati prosedur
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berawal dari
pihak orang tua jika masih ada yang merupakan wakil terdekat yang dapat
melakukan pemerolehan KIA terhadap anak terlantar yang hidup di
jalanan. Orang tua dalam hal ini dimaksudkan sebagai ayah dan/atau ibu
kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
Selanjutnya, apabila orang tua sudah tidak ada kewajiban tersebut
dilimpahkan kepada keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah unit terkecil
dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan
anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga
sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat
ketiga. Jika orang tua dan keluarga dari anak tidak dapat melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak seseorang atau badan hukum
yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang
bersangkutan. Wali adalah pihak yang ditunjuk untuk memenuhi kewajiban
dan tanggung jawab sebagaimana di atur dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak apabila orang tua kandung dan keluarga tidak dapat
memenuhi terhadap anak. Apabila anak tidak memiliki orang tua, keluarga
dan wali kewajiban perlindungan anak dilimpahkan kepada perseorangan,
kelompok, Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan

bagian dari definisi masyarakat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
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yang dimana masyarakat memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan
Perlindungan Anak. Organisasi sosial merupakan perkumpulan sosial yang
melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh
masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum. Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan
tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selain
masyarakat, lembaga masyarakat juga dapat membantu anak untuk
memperoleh KIA. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang ditunjuk
olenh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam usaha melakukan
pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di
dalam lembaga maupun di luar lembaga. Masing-masing pihak dalam
perihal pendaftaran KIA harus melewati beberapa prosedur yaitu penetapan
pengadilan terhadap penetapan anak terlantar serta syarat yang harus
dipenuhi para pihak agar dapat melakukan pendaftaran KIA sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang KIA yaitu
fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran
aslinya, Kartu Keluarga asli orang tua/Wali; dan KTP-el asli kedua orang
tuanya/wali.

Bentuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional terkait Kartu
Identitas Anak bagi anak terlantar yang hidup di jalanan diantaranya adalah
pertama, berdasarkan fungsinya KIA ditujukkan untuk meningkatkan
pendataan yang dilakukan oleh pemerintah, apabila tidak terpenuhinya
pendataan yang maksimal oleh pemerintah, pembentukan kebijakanpun
akan menjadi terhambat. Pendataan yang baik menyangkut anak terlantar
yang hidup di jalanan dapat meningkatkan ketersediaan dan kualitas data
oleh dinas sosial dan instansi terkait dalam hal penanganan anak terlantar.
Kedua, anak dapat mengetahui kepastian tentang kewarganegaraannya

guna untuk mengetahui hak-hak anak yang dilindungi terhadap anak
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terlantar yang hidup dijalanan. Ketiga, aktivitas ekonomi yang mereka
lakukan dari satu tempat ke tempat lain meningkatkan resiko mereka
terhadap kekerasan, penculikan, perdagangan anak. Dengan adanya suatu
identitas resmi anak, apabila anak tersebut hilang identitas tersebut dapat
membantu pengembalian anak dan perlindungan anak tersebut. Keempat,
KIA memberikan akses untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh hak
atas pendidikan dan kesehatan yang ditawarkan oleh pemerintah. Identitas
anak ini diharapkan untuk memperoleh kemudahan untuk mendaftarkan
anak-anak tersebut ke pihak yang berwenang untuk mendapatkan jaminan
sosial. Dengan demikian anak dapat mendapatkan perlindungan yang
mereka butuhkan dalam usaha pemenuhan perlindungan terhadap
kesehatan dan pendidikan yang disiapkan pemerintah terkhusus anak

terlantar.

5.2 Saran
Saran berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaturan mengenai
pengurusan Kartu Identitas Anak sebagai upaya perlindungan hukum
mengenai pendataan terhadap terhadap anak terlantar yang hidup di jalanan

adalah:

1. Disarankan kepada perancang peraturan perundang-undangan dalam
merancang peraturan kedepannya untuk menggunakan kata yang tidak
memiliki makna ganda agar dapat mudah dimengerti. Sebagai contoh kata
‘Pemohon’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA seharusnya diberi
penjelasan lebih rinci dikarenakan oleh orang awam yang membaca
mungkin tidak dapat memahami dengan baik pihak yang dimaksud
dikarenakan arti ‘Pemohon’ dapat memberikan makna ganda terhadap
pembaca peraturan tersebut. Terkait dengan anak terlantar yang hidup di
jalanan berhak atas informasi yang jelas agar dapat melakukan pendaftaran
KIA dalam upaya meningkatkan peluang pemenuhan hak anak terhadapnya.
Apabila pembaca peraturan tidak dapat mengerti isi dari peraturan tersebut
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bagaimana mungkin pelaksanaan dari peraturan tersebut dapat berjalan
secara maksimal.

. Disarankan kepada perancang peraturan untuk mencantumkan penggunaan
KIA dalam praktek seperti pelayanan publik apa saja yang dapat diperoleh
oleh anak. Hal tersebut dapat meningkatkan minat orang tua atau pemohon
untuk mendaftarkan KIA, juga agar pelaksanaan penggunaan KIA tidak
disalahgunakan. Dengan demikian, anak-anak yang memperoleh KIA dapat
menggunakan kartu tersebut semaksimal mungkin agar dapat mencapai
tujuan KIA yaitu melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga
negara. Perihal anak terlantar yang hidup di jalanan, dengan menggunakan
informasi mengenai pelayanan publik yang disediakan pemerintah terkait
KIA dapat mempermudah anak tersebut untuk meperbaiki mutu hidupnya
sehingga hak-hak anak yang dilindungi oleh KIA dapat dinikmati oleh anak
terlantar yang hidup di jalanan. Sehingga, kesejahteraan terhadap anak akan
lebih merata.

. Disarankan kepada Pemerintah Daerah dalam ini Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang berkewajiban untuk menjamin sarana tersalurnya
KIA bagi seluruh anak untuk menyediakan lebih banyak ATM KIA seperti
yang telah ada di Bandung ke lokasi-lokasi lainnya. Kemudahan dari sarana
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah juga harus disosialisasikan kepada
masyarakat agar meningkatkan minat pendaftaran KI1A sehingga tujuan KIA
dapat tercapai.

. Disarankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
menerbitkan KIA untuk menciptakan lingkungan pendaftaran yang mudah,
cepat dan tidak berliku-liku. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan
minat orang tua atau pihak lain yang berkewajiban dalam memperoleh KIA
untuk melakukan pendaftaran. Apabila lingkungan pendaftaran dipersulit,
minat orang untuk memperoleh KIA akan menurun dan tujuan dari KIA
tidak dapat tercapai dengan baik.

. Disarankan kepada masyarakat untuk membantu pemerintah dalam usaha

mensosialisasikan keberadaan KIA secara merata dan terutama di tempat-
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tempat yang marak anak terlantar yang hidup dijalanan untuk memberikan
informasi mengenai kegunaan dan pentingnya KIA. Dapat melalui turun
langsung ke jalanan atau menggunakan media sosial untuk mengajak lebih
banyak orang lagi untuk membantu mensosialisasikan KIA di jalanan atau
sejenak memberikan informasi mengenai pentingnya KIA.

. Disarankan kepada orang tua untuk aktif berpartisipasi dalam mendukung
program pemerintah yang dalam hal ini perihal KIA dikarenakan
terlaksananya program KIA secara efektif sangat bergantung kepada
partisipasi dari orang tua atau pihak lain yang berkewajiban melakukan
pendaftaran KIA untuk anak. Dengan didukungnya program KIA, KIA
dapat memberikan berbagai perlindungan terhadap anak yang diantaranya
berupa mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan,
imigrasi, perbankan, dan transportasi. Sehingga, menciptakan lingkungan
yang ramah anak dimana perlindungan anak terjamin.

. Disarankan terhadap anak terlantar yang hidup di jalanan untuk memahami
betul tentang pentingnya KIA melalui sosialisasi yang diberikan kepadanya
serta membawa KIA kemanapun ia berada untuk memaksimalkan fungsi

dari KIA itu sendiri terhadapnya.
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